T«

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKBANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
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PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA
QUBERNUR SULAWESI SELATAN,

hahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 8 ayat (14)
Peraturan Daerah Provingi Sulawesi Selatan MNomor 10 Tehun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
maka dalam, rangka pelaksanaan tugas telois operasional dan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelakesana Teknis
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

hahwa sehubungan taksud dalam huruf a, perlu menstapkan
Seraturan Crubernur Sulawesi Selatan tentang Organizasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri Pada Dinas Pendidilan Provingi Sulawesi Selatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturen Perundang-undangan {Lernbaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaren MNegara Repuhbliic Indonesia
Momor 5494);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daesrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5587) sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintshan Daerah (Lembaran Wegara Republik
Indonesia Tahun 2013 Momor 58, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Namor 5R79);

Undang-Undang Nomor a0 Tehun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lemhbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601};



&. DParaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 51035}

7 Peraturan Pemetintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranghkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

§  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
n016 temtang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Momor 293},

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEENIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWEST SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinei Sulawesi Selatan.

9 Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Femerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan UrUsan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonorm.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

selretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatarn.
Peraturan Cubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Sefatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Telmis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Selolah
Menengah Kejurnan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinei Sulawesi Selatan.

Kepala UPT asalah Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
10, Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan,
11, Fungsiadalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

12, Uraian tugas adalah paparan atay bentangan atas semua CUIEAS jabatan yang
merupakarn upaya pokok yang dilalukan pemegang jabatan.
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Pasal 2

(1} Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentulk UPT Sekolah Menengah Hejuruan
Megeri-



M DT gehagaimana dimakeud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada
?.EJ.:EpiI‘HIl Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubemur

1.

(3] UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala
UPT, dijabat oleh pejabat Rungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

(4] Kepala UPT sebagaimana dimalsud pada ayat (3], berads di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UFT Pendidikan Wilayah
yang mewilayahi masing-masing UFT.

a.

b.

BAR ITI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
{1} Susunan organisasi UPT terdiri dari:
Kepala UPT;
Subbagian Tata Usaha; dan
Jabatan Fungeional.

<.

{2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, tercantum
pada lampiran | yang merupakean bagian tdak tarpisahkan dari Peraturan
Gubernur ind.

EAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN TRATAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Dan Uralan Tugas Kepala UPT

Pasal 4

(1) Eepala UFT mempunyai tugas —membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan tekmis pengelolaan Sekolah

Menengah Kejuruan,

{2} Kepala UPT dalam melaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
mermpunyai Tungsi:

H.

b.
.

d.
€.

perumusan kebijjakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekelah Menengah
Kejuruan,

pelaksanaan kebijakan telmis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah
Menengah Kejuruan;

pelaksanaan administrasi UPT; dan ;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinaa terkait tugas dan

fungsinya.

(3] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi:

.

b

menyugun rencana keglatan UFT sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas



emantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

merumuskan dan melaksanakan kebijalkan program, keusngan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan telmis pengelolaan Selalah
Menengah Kejuruan,

mengoordinasikan dan melaksanakan pembinasn  telnis pengelolaan
Sekolah Menengah Kejuruan;

mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan
administrasi dan proses kegiatan belajar MEengajar;

mengoordinasikan pelaksanaan peéngawasan penyelenggarasn administrasi
dan proses kegiatan belsjar mengajar;

mengoordinasikan  dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat
fungsional gurt berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan cdan menata administrasi ketatausahaan,
kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagasan, leuangan, kurkulum, serta
garana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pen didilean;

mengoordinasilian , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
mengoordinasikan pelakeanaan kegiatan kerjasama dengan instansai terleat
dan masyarakat;

mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di
luar jam sekolah;

mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan telmis pengelolaan Selkolah Menengah Kejuruan Atas;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
menilal kdnerja pegawai Aparafur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagal bahan perumusan kebijakan;

dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesual
dengan bidang tugasnya.

Baglan Kedua
Tugas dan Uralan Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

{1} Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyal tUgas
membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan
rekmis dan administras penyusunan program, pelapiiran, umiim, kepapawaian,
dan keuangan dalam lingltungan UPT.
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(3] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

d.

b,
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menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam
pelakaanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanasn tugas dalam
lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahul perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaral danfatau menandatangarni
naslkah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan koordinasi pelalksanaan kegiatan dalam lingkungan UrT
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
kegiatan;

melalaukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyustnan program UPT;
mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian datn dan
informasi,

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
mengoordinasilan dan melaloikan pelayanan kepegawaian dan huloum
mengoordinasiican dan melalkulan pelayanan administrasi keuangan;
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;

menggordinasikan dan melaimulan administrasi pelayanan organizasi dan
tatalalksana;

n. mengoordinasikan den melalukean pelaksanaan urusan kerumahtanggaan,;

menpgoprdinasilean dan melalulan eplatan kehumasan;

p. melalukan koordinasi dan konsultasi dengan lembapa pemerintah dan

q‘l

lembaga nonpemerintah dalam rangka mendulung pelaksanaan tugas dan
fungsi,

menilai kinerja pegawail Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan fugas Kepala Subbagian Tata Usaha
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sehagai bahan
perumusan kebijalan; dan

melakukan tuges kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

BABY
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1] huruf e
adaleh jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2} Penganghkatan Jabatan Fungsional pada UFT dilalksanakan berdasarkan hasil
analisis kebutuhan dan formasi, serta sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan. .



BAB VI
TATA KERJA

Pazal T

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarlan kebjjakan umum yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2 Kepela UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh
pergonil pada UPT melaksanakan tugas dan Tungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarld, koordinasi,
kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifilasi, aleuntabilitas, transparansi,
serta efelktivitas dan efisiensi.

Pa=al 8

{1} Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam
lingkungan UPT wajib memathi petunjuk dan arahan pimpinan, seria
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara topat
walktu kepada atasan maging-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud peda ayat (1}, diclah dan
digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan - pelaksanaan
kebijakan tekmis UFPT.

(3] Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melalksanakan tugasnys,
melaloikan pengawasan, pemantavan, pengendalian, dan cvaluasi, serta
melaksanakan rapat koordinasi secara herkala dan /atau sesuai kebutuhan.

(4} Kepala UPT mengembanglan koordinasi dan kerjasama dengan instansl
pemerintah /swasta terkait, dalam rangka meninglatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaat rupas dan fungsi UPT.

BAB VII
PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan strultural dan jabatan fungsicnal
di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang herdasarlan

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Paeal 11

(1} Dalam rangka mendukung pelaicsanaan proses belajar mengajar serta untuk
menduknng kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentule satuan

tapas; unit Eerja, Repengurusan, pengelola, danfamn nama lAinnya dalam
UPT dengan Keputusan Kepala UPT.
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(2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/ateu
nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dilaporkan
kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diund anglkan,
Apar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.

Diundangkan di L_E_akassar
pada tanggal 27 mmari 2017

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 100



NO, UNIT PELAKBANA TEENIB NAMA BATUAN PENDIDIKAN

; WILAYAH DI:DI]{ SULSEL LAMA BART
: k!

101 UPT. Wil. Bone SMKEN 1 MARE SMEN 5 Elﬂr:; %
B0 UPT. Wil. Bone SMEN 1 KAJUARA SMKN 6 BONE «
103 UPT, Wil, Hone SMEN 3 WATAMPONE SMKN 7T BONE v
104 UPT. Wil. Bone SMK NEGERI 1 AJANGALE SMKN 8 BONE  w
103 UPT. Wil. Bone SMEN PONRE SMEKN 9 BONE
106 UPT. Wil. Hone SUPM NEGERI BONE SMKN 10 BONE v
167 UPT, Wil, Soppeng SMKN 1 WATANSOPPENG SMEN 1 BOPFENG
108 UPT. Wil, Soppeng SMEN | MARIORTWAWD SMEN 2 BOFPENG
10% UPT, Wil, Soppeng SMEN 1 LILIRTAJA SMEN 3 SOFPENG
110 UPFT. Wil. Soppeng SMEN 2 WATANSOPFENG SMEN 4 SOPPENG
111 UPT, Wil, Soppeng SMKN | MARIORIAWA SMEN 3 SOFPENG
112 UFT. Wil. Wajo EMEN 1 SENOKANG SMEN 1 WaAJO
113 UPT. Wil, Wajo SMEN 1 PITUMPANLIA SMEN 2 WAJO
114 UPT. Wil. Wajo SMEN 1 GILIRENG SMEN 3 WAJO
115 LIPT. Wil, Wajo SMEN 1| SAJOANGING SMEN 4 WaAJD
116 UPT. Wil. Wajo EMEN | MAJAULENG SMEN 5 WAJO
117 UPT, Wil. Walo SMEKN | SABRANCPARD SMEN & WAJID
118 UPT. Wil. Wajo SMK MEGERI 1 KEEERA EMKN 7 WAJD

119 UET. Wil. Wajo SMKN 1 BOLA SMEN 8 WAJD
120 UPT. Wil. Wajo SMKN BELAWA SMEN 9 WaAJO

121 UPT. Wil. Sinjai SMEN 1 SINJAI SMEKN 1 BINJAI
122 UPT. Wil. Sinjal SMEN 2 BINJAI EMEN I BINJAI
123 UPT. Wil. Sinjal SMIH 3 SINJAI SMEN 3 SINJAL

124 UPT. Wil. Sinjnl SMEN 4 SINJAL SMEN 4 BINJAL

125 UPT. Wil. Enrekang SMEN | ENREKANG ERKN 1 ENREEANG

126 LJPT, Wil Enrekang SMEN 2 ENREKANCG SMEKN 2 ENREKANG

L2T UPT. Wil. Enrekang SMEN 3 ENREKANG SMKN 3 ENREKANG

128 UPT. Wil. Enrelcang SMEN 4 ENREKANG SMEN 4 ENRERANDG

129 UFT, Wil, Enrckang SMEK NEGERI 5 ENEEKANG SMKM 5 ENREKANG

a0 UPT. Wil. Tana Toraja ShEN 1 MAKALE SMEM 1 TAMA TORAJA
131 UPT, Wil. Tana Toraja SMKN 1 MENGEKENDEK SN 2 TANA TORALA
132 UPT, Wil. Tana Toraja SMEN 1 SALUPUTTI EMKN 3 TANA TORAJA
133 UJPT, Wil, Tana Toraja SMIN 2 MARALE EMEN 4 TANA TORAJA
134 UPT., Wi, Toraja Utara AMIK Negert 1 Tellunglipu EMEMN | TORAIA UTAHA
135 UFT. Wil, Toraje Utara EME Negeri 1 Kesu SMEN 2 TORAJA UTARA
136 UPT, Wil, Toraja Utara SMK Negeri 1 SESEAN BMEN 3 TORAJA UTARA
137 UPT. Wil Toraja Utara AMKN BUNTUFEPASAN SMEN 4 TORAJA UTARA
138 UPT. Wil Toraja Utara SMRE 'r'il-::g'tﬂ 1 BUNTAC SHEN 5 TORAJA UTARA
139 UPT, Wil Luwy SLKEN 2 BELOPA SMEN 1 LITWU

146 UPT, Wil Luwu SMKEMN 1 BELOPA S 2 LUWU

141 UPT, Wil. Luwu SMIKEM | WALENRANG SMIUN 2 LUWU

142 UPT. Wil. Luwu SMEN 2 WALENRANG SMEMN 4 LW

143 UPT. Wil. Luwu EpMKM | TERPADU LUWU SMEN 5 LUWU

144 UPT. Wil. Luwu SMEN 1 3UL SMEN & LUWL

145 TPT. Wil. Luwu SN 1 SULI BARAT SMEN ¥ LU

146 UPT, Wil Luwi SMEN 1 BABANG SMEN & LUWU

147 LIPET, Wil. Luwu SMKN L WALENRANG UTARA SMEN O LT

148 UPT. Wil. Lawu SMEN 1L BAJO BMEN 10 LUWD

SMEN 1 BUA

SMEN 11 LMWL

140 UPT. Wil. Luwu

150 UPT. WIL Luwil SMKN 1 WALENRANG TIMUR SMIN 12 LUWL
151 UPT. Wil. Luwa SMK MNEGER! | PONRANG SMEN 12 LUWU
152 UPT. Wil. Palopo SMEN 1 PALOPO SMEN 1 PALOPO
153 UPT. Wil. Palopo SMKN 2 PALOFO SMKN 2 PALOFPD

P -

LA 3 PATAR

SMEN 3 FALOPO




